SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. bahwa RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun merupakan

Mengingat: 1.

rumah sakit kelas B serta telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh,
sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, serta Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sudah tidak
dapat diterapkan sebagai dasar hukum dalam penentuan tarif
pelayanan, yang oleh karenanya perlu dilakukan pencabutan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hutuf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5879);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomaan  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT




=

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPA'!(“I KOTAWARINGIN BARAT,

| NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

——

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:14,64 /2019




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

I. UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringi Barat yang
telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Penuh berdasarkan:

a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; dan

c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2013 Sistem
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan peraturan
kepala daerah. Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit,
yaitu Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah
menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan
oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kemudian dipertegas oleh bunyi Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
yaitu Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dengan
peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, mengapa perlu dicabut
dengan peraturan daerah ini, karena sudah tidak dapat dijadikan pedoman
dalam penentuan tarif layanan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,
disebabkan klas rumah sakit yang telah berubah dari klas C menjadi klas B
dan telah menerapkan PPK-BLUD Penuh. Sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif
Nasional Rumah Sakit, yaitu Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh
pemerintah daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur
mengenai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Menetapkan:

-3-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan
Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak
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Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2019
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019

NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:14,64/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA B

HUIﬂJM,

D

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M

NIP. 19690112 199903 2 005




II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 103
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